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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah diartikan sebagai 

pembayaran wajib oleh orang pribadi atau masyarakat kepada suatu daerah berdasarkan 

undang-undang tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk kebutuhan daerah untuk 

kesejahteraan rakyat. Pajak daerah di Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan 

tingkat pemerintahan, yaitu pajak daerah pada tingkat provinsi dan pajak daerah pada 

tingkat kabupaten/kota. Penggolongan pajak di atas diatur dalam Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

2000. Pemberian kewenangan daerah untuk mengenakan pajak dan retribusi mendorong 

pemerintah daerah untuk terus berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor (PBBNKB) yang merupakan salah satu pajak daerah yang memiliki 

potensi cukup tinggi dalam membiayai pembangunan daerah. (Dharma & Suardana, 

2014). 

Perpajakan adalah sumbangan yang diberikan oleh warga negara kepada kas 

negara, dan menurut undang-undang dimaksudkan semata-mata untuk sumbangan 

sebagian kekayaan seseorang. Sumbangan umum dibayarkan oleh pemerintah kota, 

termasuk pajak daerah. Pajak daerah ini bersumber dari pajak daerah itu sendiri dan dapat 

ditransfer ke daerah masing-masing dalam rangka kebutuhan daerah untuk 
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kesejahteraan masyarakat (Haninun & Lourent, 2022). Pada perkembangan kendaraan 

bermotor yang setiap tahunnya selalu bertambah, tentunya dapat dimanfaatkan oleh 

kantor SAMSAT untuk melakukan pemungutan pajak kepada pemilik kendaraan 

bermotor tersebut demi meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Seharusnya pemerintah daerah bisa mendapatkan penerimaan lebih dari sektor pajak ini, 

tapi ditinjau dari data yang ada masih terdapat beberapa wajib pajak yang menunggak 

pembayaran pajak kendaraan bermotor maka pemerintah tidak bisa memaksimalkan 

pendapatan dari sektor ini apabila terdapat beberapa kendala yaitu kepatuhan pajak. 

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Semarang 

menangani kesulitan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak 

kepemilikan kendaraan bermotor (BBNKB). Di Jl. Brigjen Sudiarto No. 428, Palebon, 

Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50246 adalah lokasi dimana wajib 

pajak bisa menemukan SAMSAT Semarang I. Guna untuk melakukan pembayaran pajak 

PKB dan pajak BBNKB. Seiring bertambahnya jumlah penduduk (jiwa), pendapatan dari 

departemen pajak negara bagian dan lokal juga meningkat. Pajak kendaraan  bermotor 

merupakan salah satu pajak yang memberikan kontribusi  besar terhadap  pendapatan  

daerah. Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB) melalui berbagai cara yang dapat meningkatkan tingkat Penerimaan 

Pajak Kendaraan Berrmotor (PKB) dari serktor terrserburt. Banyak masyarakat pernggurna 

kerndaraan listrik yang ragur apakah bisa merningkatkan perndapatan daerrah kercurali 

didurkurng urnsurr kersadaran dan kerpaturhan perrpajakan. urjar (Juliantari et al., 2021a). 

Derngan adanya SAMSAT Sermarang I, khursursnya wajib pajak yang ada didaerrah 
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Perdurrurngan dan serkitarnya, urnturk mermernurhi kerwajiban mermbayar pajak PKB. 

Kerpaturhan wajib pajak diurkurr derngan mernggurnakan bagaimana wajib pajak ikurt serrta 

dalam perrbaikan merlaluri permbayaran pajak kerndaraan berrmotor. Terrlihat dari jurmlah 

wajib pajak yang terrdaftar di SAMSAT Sermarang I pada tahurn 2019 hingga tahurn 2022 

mernurnjurkkan bahwa jurmlah wajib pajak terrurs merningkat, serlain itur pada tahurn 2019 

hingga tahurn 2020 jurmlah kerndaraan berrmotor berrkurrang karerna dampak fernomerna virurs 

Covid-19. 

Tingkat kerpaturhan wajib pajak sangat pernting karerna tingkat kerpaturhan wajib 

pajak yang baik akan mernjamin terrcapainya turjuran. Kerpaturhan wajib pajak mermernurhi 

tanggurngjawab perrpajakannya dan merlakurkan aktivitas fisik hak perrpajakan derngan baik 

dan erfisiern sersurai derngan perraturran dan perrurndang-urndangan perrpajakan terrkait. Urnsurr 

yang dapat merningkatkan kerpaturhan wajib pajak merlipurti sosialisasi perrpajakan, 

perngertahuran perrpajakan, dan kuralitas perlayanan. Pernerrapan ervalurasi diri mermbawa 

urpaya dan dampak merngurbah sikap (kersadaran) masyarakat urnturk mermbayar pajak 

sercara surkarerla (Akbar, 2019). 

Mernurrurt Kerpurtursan Mernterri Kerurangan Nomor 544/KMK.04/2000 kerpaturhan 

wajib pajak dapat diakuri dari: “Terpat waktur dalam mernyampaikan SPT sergala jernis pajak, 

sampai derngan merndapat izin merngangsurr ataur mernurnda permbayaran.” permbayaran 

pajak, tidak perrnah dijaturhi hurkurman karerna merlakurkan perrburatan merlawan hurkurm 

perrpajakan dalam jangka waktur 10 tahurn terrakhir, dalam 2 tahurn terrakhir, dilakurkan 

permburkuran dan wajib pajak perrlur merlakurkan permerriksaan, korerksi dalam permerriksaan 

akhir urnturk sertiap jernis pajak yang terrurtang adalah paling banyak serbersar 5%. Wajib 
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pajak yang laporan kerurangannya urnturk 2 tahurn terrakhir terlah diperriksa olerh akurntan 

purblik derngan perndapat wajar tanpa perngercuralian, ataur perndapat derngan perngercuralian 

serlama tidak mermpurnyai dampak pada laba ataur rurgi monerterr." Namurn, serbagaimana 

terrturang dalam kerpurtursan Mernterri Kerurangan, hal terrserburt tidak serjalan derngan apa yang 

terrjadi. Di SAMSAT Sermarang I, kerpaturhan wajib pajak masih sangat rerndah. Hal itur 

terrlihat dari bersarnya turnggakan pajak kerndaraan berrmotor (PKB) di SAMSAT Sermarang 

I. 

Perndapatan pajak kerndaraan berrmotor tahurn 2019 - 2022 di SAMSAT Sermarang 

I  kini surdah tidak lagi merlerwati targert yang terlah ditertapkan serberlurmnya. Jika wajib pajak 

merlanggar perraturran perrpajakan akan dikernakan hurkurman perrpajakan yang merlipurti 2 

hal yaitur, hurkurman administrasi dan pidana. Konserkurernsi administrasi murrni, sanksi 

pidana hanya dalam berberrapa kasurs ataur sanksi administratif dan pidana dalam kasurs lain 

merrurpakan ancaman urnturk perlanggaran hurkurm terntang pajak. Wajib pajak yang 

terrlambat mermbayar pajak kerndaraan berrmotornya akan dikernakan dernda serbersar 2% perr 

burlan. Hal ini mernurnjurkkan bahwa masih banyak wajib pajak kerndaraan berrmotor yang 

berlurm mermernurhi kerwajiban perrpajakannya derngan baik. Rerndahnya tingkat kerpaturhan 

pajak kerndaraan berrmotor di SAMSAT Sermarang I jurga terrlihat dari berragamnya 

turnggakan Pajak Kerndaraan Berrmotor (PKB) di SAMSAT Sermarang I serperrti pada taberl 

1.1 
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Tabel 1.1 

Data Penunggak Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 

Pada SAMSAT Semarang I Tahun 2019-2022 

 

Tahurn Jurmlah Wajib Pajak Pernurnggak Jurmlah Turnggakan (Rp) 

2019 8.830 3.320.349.000,00 

2020 29.803 3.258.991.500,00 

2021 35.020 3.331.369.500,00 

2022 50.768 3.355.515.000,00 

Surmberr : SAMSAT Sermarang I 

Taberl 1.1 mernurnjurkkan bahwa jurmlah wajib pajak pernurnggakan dan jurmlah 

turnggakan pajak kerndaraan berrmotor merngalami perningkatan dari tahurn ker tahurn. 

Diperrkirakan permerrintah daerrah akan diurnturngkan derngan adanya kernaikan pada urnit 

kerndaraan berrmotor, derngan adanya kernaikan urnit kerndaraan berrmotor maka perndapatan 

permerrintah daerrah akan merningkat. Merskipurn masih adanya turnggakan pada sertiap 

tahurnnya.  

Tabel 1.2 

Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 

Tahun 2019-2022 

 

Tahurn Jurmlah Urnit Kerndaraan Berrmotor 

2019 308.914 
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2020 307.480 

2021 372.096 

2022 383.792 

Surmberr : SAMSAT Sermarang 1 

Taberl 1.2 mernurnjurkkan bahwa jurmlah urnit kerndaraan berrmotor merngalami 

pernurrurnan pada tahurn 2020 dan merngalami kernaikan pada tahurn 2021 dan 2022. Hal ini 

diserbabkan jurmlah urnit kerndaraan berrmotor merningkat dan jurmlah wajib pajak 

merningkat tertapi masih saja adanya turnggakan di sertiap tahurnnya dan tidak terrcapainya 

targert perndapatan pajak kerndaraan berrmotor. Hal ini diserbabkan wajib pajak kurrang 

merndapat informasi, perngertahuran dan bimbingan merngernai perrpajakan dan perraturran 

perrurndang-urndangan serhingga perrlur adanya sosialisasi perrpajakan.  

Tabel 1.3 

Tabel Pendapatan dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Semarang 

1 

Tahun 2019-2022 

 

Tahurn Targert Perndapatan Reralisasi Pernerrimaan Perrserntaser 

2019 271.905.300.000 261.536.238.625 96% 

2020 280.860.000.000 263.802.119.150 94% 

2021 299.850.000.000 248.153.154.500 83% 

2022 316.109.324.000 283.004.502.700 90% 

Surmberr : SAMSAT Kota Sermarang 1 
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Dari taberl diatas terrlihat bahwa prerserntaser wajib pajak yang merlaksanakan 

permbayaran pajak mernurrurn pada tahurn 2020 dan 2021, dimana reralisasi PKB tahurn 2019 

serbersar 96%, tahurn 2020 merngalami pernurrurnan serbersar 94%, tahurn 2021 merngalami 

pernurrurnan serbersar 83%, tahurn 2022 merngalami kernaikan serbersar 90%. Data ini 

mernurnjurkan bahwa merskipurn perrhiturngan PKB dilakurkan sercara official asserssmernt 

sisterm, namurn diperrlurkan kerpaturhan dalam permbayaran pajak kerndaraan berrmotor. 

Terrlambatnya pernerrimaan PKB akan mernghambat kerlancaran perlaksanaan 

permbangurnan, olerh karerna itu agar permbangurnan tidak terrhambat maka urpaya 

perningkatan kerpaturhan wajib pajak dalam mermbayar pajak kerndaraan berrmotor harurs 

dipacu dan ditingkatkan olerh sermura aparat permurngurt pajak. 

Prosers sosialisasi sangat diperrlurkan, derngan sosialisasi diharapkan kerpaturhan 

wajib pajak sermakin merningkat. Sermakin tinggi tingkat sosialisasi perrpajakan yang 

dilakurkan olerh direrkturr pajak dan administrator pajak maka akan sermakin baik purla 

permahamannya serhingga dapat merningkatkan kerpaturhan wajib pajak. Merlaluri sosialisasi 

yang optimal, fiskurs yang mermberrikan informasi kerpada wajib pajak harurs mermastikan 

bahwa wajib pajak mermahami manfaat dari praktik, merkanisme, dan proserdurr yang 

berrlakur dalam permbayaran pajak kerndaraan berrmotor (Gustiari & Suprasto, 2018). 

Penrjerlasan sosialisasi mernurnjurkkan bahwa sosialisasi dapat mernyampaikan informasi 

derngan jerlas dan bernar, sosialisasi merlaluri merdia certak, spandurk bagi perserrta serminar 

perrpajakan yang diserlernggarakan olerh pergawai SAMSAT Sermarang I diharapkan dapat 

mernyampaikan persan moral terntang perntingnya pajak kerpada nergara,dan informasi 

terntang perraturran perrpajakan. Wajib pajak diharapkan jurga dapat merningkatkan 



8 
 

 

kerpaturhan wajib pajak yang berrdampak pada perningkatan bersaran pajak kerndaraan 

berrmotor di SAMSAT Sermarang I. Dalam pernerlitiannya (Dewi et al., 2022) berrperndapat 

bahwa sosialisasi perrpajakan berrperngarurh positif terrhadap pajak kerndaraan berrmotor. 

Berrberda derngan pernerlitian Barus (2016) sosialisasi perrpajakan tidak berrperngarurh 

terrhadap pajak kerndaraan berrmotor. 

Serlanjurtnya yang mermperngarurhi kerpaturhan wajib pajak yaitur perngertahuran 

perrpajakan adalah serlurrurh informasi yang dimiliki wajib pajak merngernai tata cara dan 

perraturran perrpajakan. Perngertahuran perrpajakan sangat diperrlurkan urnturk mernghiturng 

pajak. Serlain perrhiturngannya, wajib pajak jurga perrlur merngertahuri aturran dan larangan 

perrpajakan agar terrhindar dari sanksi perrpajakan. Olerh karerna itur, perngertahuran 

perrpajakan sangat pernting urnturk merngurrangi perlanggaran hurkurm yang dilakurkan wajib 

pajak. Mernurrurt (Susanti, 2018), tingkat perngertahuran perrpajakan yang tinggi dapat 

mernyerbabkan tingkat kerpaturhan yang tinggi.  

Serlain itu, permerrintah terrurs merningkatkan kuralitas perlayanan perrpajakan derngan 

merningkatkan kermampuran pergawai Kantor SAMSAT Sermarang I dalam merlayani wajib 

pajak urnturk mermernurhi sergala kerburturhan sercara transparan dan terrburka. Mernurrurt 

perraturran perrurndang-urndangan, pernyerlernggaraan perlayanan purblik harurs dapat 

diperrtanggurngjawabkan baik kerpada masyarakat maurpurn kerpada perngawas ataur 

perngerlola urnit perlayanan pada instansi permerrintah. Kuralitas perlayanan dapat diurkurr dari 

fasilitas fisik, daya tanggap, perlayanan dan hurburngan komurnikasi Kantor SAMSAT 

Sermarang I (Wangi et al., 2023) Perlayanan perrpajakan yang berrkuralitas tinggi, misi, 

kermampuran berrsikap ramah, sopan dalam mermberrikan perlayanan, bimbingan dan 
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nasihat, serrta berrbagi pernjerlasan terntang perrurbahan perraturran perrpajakan dan 

merningkatkan pernergakan sanksi perrpajakan sersurai derngan perraturran perrpajakan yang 

berrlakur. Pernerlitian (Gustiari & Suprasto, 2018) mernurnjurkkan bahwa kuralitas perlayanan 

perrpajakan berrperngarurh positif terrhadap kerpaturhan wajib pajak, serdangkan pernerlitian 

(Wardani & Rumiyatun, 2017) mernurnjurkkan bahwa perlayanan perrpajakan berrperngarurh 

nergatif terrhadap kerpaturhan wajib pajak. 

Faktor interrnal merlipurti dampak sosialisasi pajak, perngertahuran pajak, dan kuralitas 

perlayanan pajak. Pernermpatan perngarurh sosialisasi pajak, perngertahuran pajak, dan kuralitas 

perlayanan pajak pada variaberl-variaberl serbagai variaberl inderperndern diserbabkan karerna 

kertiga variaberl terrserburt di atas terrmasurk serbagai faktor bawaan yang dapat berrasal dari 

wajib pajak orang pribadi. Artinya hal itur terrjadi dan tidak dapat dikerndalikan. Serdangkan 

faktor erksterrnalnya adalah staturs kerpaturhan wajib pajak kerndaraan berrmotor yang 

diposisikan serbagai variaberl derperndern dari dura tingkat perrlakuran yaitur tingkat kerpaturhan 

dan tingkat kertidakpaturhan. 

Berrdasarkan latar berlakang terrserburt, maka pernurlis merngangkat urnturk pernerlitian 

derngan jurdurl “Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Kualitas 

Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada 

SAMSAT Semarang I” 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berrdasarkan latar berlakang yang terlah diurraikan serberlurmnya, maka dirurmurskan masalah 

pernerlitian serbagai berrikurt. 
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a. Apakah sosialisasi pajak berrperngarurh terrhadap kerpaturhan wajib pajak kerndaraan 

berrmotor? 

b. Apakah perngertahuran pajak berrperngarurh terrhadap kerpaturhan wajib pajak 

kerndaraan berrmotor? 

c. Apakah kuralitas perlayanan pajak berrperngarurh terrhadap kerpaturhan wajib pajak 

kerndaraan berrmotor? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

Urnturk merngertahuri turjuran dari pernerlitian ini adalah serbagai berrikurt : 

1. Urnturk merngertahuri perngarurh sosialisasi pajak pada SAMSAT Sermarang 1 

terrhadap kerpaturhan wajib pajak kerndaraan berrmotor. 

2. Urnturk merngertahuri perngarurh perngertahuran pajak pada SAMSAT Sermarang 1 

terrhadap kerpaturhan wajib pajak kerndaraan berrmotor. 

3. Urnturk merngertahuri perngarurh kuralitas perlayanan pajak pada SAMSAT Sermarang 

1 terrhadap kerpaturhan wajib pajak kerndaraan berrmotor. 

Adapurn kegunaan pernerlitian ini yang diharapkan dari pernurlis adalah serbagai berrikurt : 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil pernerlitian ini diharapkan dapat mermberrikan kontribursi barur ataur 

masurkan terrhadap perngermbangan terori perrpajakan derngan merngurji sosialisasi 

pajak, perngertahuran pajak, dan kuralitas perlayanan pajak derngan kerpaturhan 

wajib pajak kerndaraan berrmotor. 
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b. Manfaat Praktis  

1. Bagi Instansi  

Peneliti berrharap dapat mermberrikan informasi dan masukan yang berrmanfaat 

bagi SAMSAT Sermarang 1 dalam urpayanya merningkatkan sosialisasi pajak, 

perngertahuran perrpajakan, dan kuralitas perlayanan agar masyarakat paturh 

mermbayar pajak. 

2. Bagi Pernerliti  

Hasil penelitian ini diharapkan peneliti bermanfaat dan dapat dipahami oleh 

wajib pajak kendaraan bermotor dalam mermbayar pajak kerndaraan berrmotor.  

3. Bagi Wajib Pajak  

Perneliti berrharap bahwa wawasannya dapat mermbantur wajib pajak 

mermahami lerbih dalam nilai-nilai perrpajakan serbagai khalayak inisiatif 

kerserjahterraan masyarakat. 

1.4 Sistematika Penelitian 

 

Tinjauran sistermatis skripsi dan kerserlurrurhan isi skripsi akan berrmanfaat bagi para 

permbaca skripsi. Berrikurt ini disursurn sercara sistermatis:  

BAB I PENDAHULUAN  

Serbagai landasan pernurlisan skripsi, yang mermurat serjarah, urraian dan rurmursan 

masalah, serrta turjuran dan manfaat pernerlitian serrta strurkturr pernanganan skripsi.  
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Merlipurti analisis teroritis dan tinjauran pernerlitian terrdahurlur, yang digurnakan 

serbagai perdoman urnturk mermahami perrmasalahan terrkini. Terrdapat purla kerrangka 

konserptural yang mernggambarkan hurburngan dan strurkturr hurburngan antar variaberl yang 

diterliti berrdasarkan analisis teroritis dan pernerlitian serberlurmnya. Dan berrdasarkan 

kerrangka konserptural yang diburat, ditertapkan hipotersis pernerlitian berrurpa solursi jangka 

pernderk terrhadap perrmasalahan yang ada. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Berrisi informasi terntang dersain pernerlitian, popurlasi dan samperl, perngurkurran 

variaberl pernerlitian, sertting pernerlitian dan waktur, mertoder analisis terrmasurk analisis 

statistik derskriptif, alat perngurjian serperrti urji validitas, urji rerliabilitas dan urji normalitas, 

serrta perngurjian hipotersis terrmasurk urji rergrersi linierr berrganda, koerfisiern derterrminasi dan 

Urji t.  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Data surrveri, dermografi rerspondern, urraian analisis data, dan Bab ini mermaparkan 

serlurrurh interrprertasi hasil pernerlitian. Analisis statistik derskriptif, urji validitas dan 

rerliabilitas, urji asurmsi klasik serperrti urji normalitas, urji murltikolineraritas dan 

Herterroskerdastisitas, analisis rergrersi linerar berrganda, serrta urji hipotersis serperrti urji 

koerfisiern derterrminasi, urji statistik F, dan urji statistik t. dan diserrtakan jurga pernjerlasan 

hasil perngurjian masing-masing variaberl. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini merrurpakan bab pernurturp dan bagian akhir dari pernerlitian ini yang terrdiri 

atas kersimpurlan dari hasil pernerlitian, saran dan kerterrbatasan – kerterrbatasan dari hasil 

pernerlitian. 

 

 

 


